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C. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK 

 

1. PENANDATANGANAN KONTRAK 

Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, 

dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah 

cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari 

kerja setelah diterbitkan SPPBJ. 

b. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen 

Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan 

waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati  batas tahun anggaran.  

c. Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat 

persetujuan kontrak tahun jamak. 

d. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, 

bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap 

lembar Dokumen Kontrak. 

e. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat  

Perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara 

bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: 

1) adendum Surat Perjanjian;  

2) pokok perjanjian; 

3) surat penawaran, beserta rincian penawaran biaya; 

4) syarat-syarat khusus Kontrak; 

5) syarat-syarat umum Kontrak; 

6) Kerangka Acuan Kerja; 

7) gambar-gambar; 

8) dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS, BAPP. 

f. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 

1) sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:  

a) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang 

ditandatangani oleh penyedia; dan  

b) Kontrak ... 
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b) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang 

ditandatangani oleh PPK; 

2) rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. 

g. Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp 

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh 

pendapat ahli hukum kontrak. 

h. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama penyedia adalah 

Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, 

yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

i. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam 

Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf h., dapat 

menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian 

wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta 

Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.  

 

2. PELAKSANAAN KONTRAK 

a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 

1) PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan dan/atau dokumen 

tertentu yang dibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK. 

2) PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 

kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 

3) Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan 

Kontrak oleh penyedia. 

4) Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal 

penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.  

 

b. Penyusunan Program Mutu  

1) Program mutu disusun oleh penyedia, yang paling sedikit berisi: 

a) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 

b) organisasi kerja penyedia; 

c) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 

d) jadwal ... 
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d) jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung; 

e) prosedur pelaksanaan pekerjaan; 

f) prosedur instruksi kerja; dan 

g) pelaksana kerja. 

2) Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan. 

 

c. Rapat Persiapan 

1) PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan 

pelaksanaan kontrak. 

2) Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau 

Tim Pendukung. 

3) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan 

pelaksanaan kontrak adalah: 

a) program mutu; 

b) organisasi kerja; 

c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 

d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil 

(apabila diperlukan); dan 

e) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama. 

4) Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara 

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh 

peserta rapat. 

 

d. Mobilisasi 

1) Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan 

pekerjaan. 

2) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: 

a) mendatangkan tenaga ahli; 

b) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau 

c) menyiapkan peralatan pendukung; 

3) Mobilisasi … 
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3) Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

e. Pemeriksaan Personil dan Peralatan 

1) Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah 

personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita 

Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan 

penyedia. 

2) Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis 

dan/atau Tim Pendukung. 

3) Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum 

memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus 

diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 

4) Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan 

perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum 

Kontrak. 

 

f. Pemeriksaan Lapangan 

1) Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan 

pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan 

detail kondisi lapangan.  

2) Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau 

Tim Pendukung. 

3) Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 

Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.  

4) Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi 

Kontrak maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 

 

g. Perubahan Personil dan Peralatan yang diajukan oleh Penyedia  

1) Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan 

kepada PPK. 

2)  Penyedia … 
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2) Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau 

peralatan tanpa persetujuan PPK. 

3) PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan 

ketentuan: 

a) Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila 

alasan yang diajukan dianggap sesuai; 

b) Tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak 

menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), 

biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga 

ahli yang menggantikan. 

c) Menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila 

alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai. 

4) Untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia 

diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang 

diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan. 

5) Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, 

PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 

 

h. Penggantian Personil Penyedia atas Perintah PPK 

1) Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus 

segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan 

kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi. 

2) Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian 

personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia. 

 

i. Pembayaran Uang Muka 

1) Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan nilai yang ditetapkan 

dalam Kontrak.  

2) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima 

penyedia. 

3)  Jaminan … 
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3) Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan 

penjaminan atau perusahaan asuransi. 

4) Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara 

tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka 

untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak. 

5) PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan 

tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima diterima oleh penyedia. 

6) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara 

proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling 

lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus 

perseratus). 

7) Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap 

dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. 

 

j. Pembayaran Prestasi Pekerjaan 

1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, 

dengan ketentuan: 

a) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil 

pekerjaan; 

b) pembayaran dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem 

termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sesuai ketentuan 

dalam Dokumen Kontrak; 

c) pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka 

dan denda (apabila ada), serta pajak-pajak yang berlaku; 

d) untuk Kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan 

pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub 

penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. 

2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% 

(seratus perseratus) dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan. 

3) Apabila penyedia tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan 

kontrak, maka PPK berhak menolak membayar tagihan yang disampaikan 

oleh penyedia. 

k.  Perubahan … 
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k. Perubahan Lingkup Pekerjaan 

1) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada 

saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan 

dalam Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan 

Kontrak yang meliputi antara lain: 

a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam 

Kontrak;   

b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 

c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; 

d) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam 

Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. 

2) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan 

tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum 

dari nilai Kontrak awal. 

3) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada 

penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap 

mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. 

4) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar 

penyusunan adendum Kontrak. 

5) Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud 

pada angka 1) sampai dengan 4), PPK dapat dibantu oleh Panitia/Pejabat 

Pelaksana Kontrak. 

 

l. Denda dan Ganti Rugi 

1) Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, 

sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada 

PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam 

Kontrak. 

2) Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian 

pekerjaan adalah: 

        a) 1/1000 … 
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a) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum 

selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang 

dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil 

pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK; 

b) 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan 

belum diterima oleh PPK. 

3) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan 

pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat 

dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu 

menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi 

sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak. 

4) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam Dokumen 

Kontrak. 

 

m. Penyesuaian Biaya 

1) Penyesuaian biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum 

dalam Dokumen Kontrak. 

2) Penyesuaian biaya dapat diberlakukan terhadap kontrak yang lebih dari 

12 (dua belas) bulan. 

 

n. Keadaan Kahar  

1) Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada 

PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan 

kahar, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang 

berwenang. 

2) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang 

dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya 

keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi. 

    o.  Laporan … 
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o. Laporan Hasil Pekerjaan 

1) Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan 

ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak. Atas penerimaan laporan dan 

dokumen tersebut dibuatkan tanda terima. 

2) PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap 

laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.   

3) PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian 

laporan. 

4) Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki 

dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan 

oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK. 

5) PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh 

penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil 

perbaikan. 

6) Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file 

(softcopy).  

7) Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan 

dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh 

penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK. 

8) Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak 

berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar 

rinciannya kepada PPK.  

9) Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan 

piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.  

10) Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan 

pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan 

lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari 

PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya 

atas pengembangan piranti lunak tersebut.  

11) Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak 

tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam syarat-syarat khusus 

kontrak. 

p.  Perpanjangan … 
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p. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan 

1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas 

pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:  

a) pekerjaan tambah; 

b) perubahan ruang lingkup pekerjaan; 

c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;  

d) masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau 

e) keadaan kahar. 

2) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya 

sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. 

3) PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak 

setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh 

penyedia. 

4) PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak 

untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. 

5) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam 

adendum Kontrak. 

 

q. Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia 

1) Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam 

kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 

2) Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan 

oleh sub penyedia. 

3) Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus 

mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut 

prinsip kesetaraan. 

 

r. Penyelesaian Pekerjaan 

1) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan 

oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib 

menyelesaikannya. 

2)  Dalam … 
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2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan. 

3) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan 

dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil 

Pekerjaan. 

4) Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh 

pekerjaan diselesaikan. 

 

s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak 

1) Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau 

terjadi Keadaan Kahar. 

2) Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada 

penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. 

3) Pemutusan Kontrak dilakukan apabila:  

a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan 

penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; 

b) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan 

tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan; 

c) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan 

dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang 

berwenang; dan/atau 

d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau 

pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan 

pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 

4) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: 

a) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang 

Muka dicairkan; 

b) penyedia membayar denda; dan/atau 

c) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

  5)  Dalam ... 
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5) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat 

penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan 

persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK 

dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 


